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WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR ® TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan pengadministrasian objek

Mengingat

L

pajak dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan  berdasarkan besarnya pokok ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dipandang
perlu untuk menetapkan Pengadministrasian Ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



Menetapkan

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa Kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2010 Nomor 13
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor
10);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PENGADMINISTRASIAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.

3. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah Pajak atas Bumi dan/atau
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah kota.

6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan dan/atau laut.

7. Jenis buku adalah pembagian dan atau penggolongan besarnya pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB Il
JENIS POKOK KETETAPAN
Pasal 2

Pengadministrasian objek PBB Perdesaan dan Perkotaan dan subjek PBB
Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan penggolongan besarnya pokok
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 3

(1) Penggolongan besarnya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan jenis buku.

(@ Jenis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

Jenis buku Penggolongan ketetapan

Buku | Rp. 0,00 sampai dengan Rp. 100.000,00
Buku Il > Rp. 100.001,00 sampai dengan Rp. 500.000,00
Buku 1l > Rp. 500.001,00 sampai dengan Rp. 2.000.000,00
Buku IV > Rp.2.000.001,00 sampai dengan Rp. 5.000.000,00

Buku V > Rp.5.000.001,00



(3 Jenis buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 18 Januari 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID WMN FADLI
BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPA JKUM



